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ABSTRACT 

This article analyzes legal protection for workers against wages that do not match the minimum wage for workers 

based on Law no. 13 of 2003 concerning Employment and regulations related to determining the UMP as a standard 

that must be met by companies. Even though regulations already exist, their implementation often faces obstacles such 

as many workers who are not fully aware of their rights regarding wages. Apart from that, the importance of 

supervision and the role of various influential aspects in increasing legal protection for workers aims to ensure justice 

and welfare of workers. 

 

Keywords: Workers, Legal Protection, Minimum Wage for Workers. 

 

 

ABSTRAK 

Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pemberian upah yang tidak sesuai upah minimum 

pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandan peraturan terkait penetapan 

UMP sebagai standar yang harus dipenuhi oleh Perusahaan. Meskipun regulasi sudah ada implementasinya sering kali 

menghadapi hambatan hambatan seperti banyak pekerja yang belum sepenuhnya menyadari hak-haknya terkait upah. 

Selain itu pentingnya pengawasan dan peran dari berbagai aspek berpengaruh untuk meningkatkan perlindungan 

hukum bagi pekerja hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan para pekerja. 
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PENDAHULUAN 

Upah merupakan hak yang diterima oleh para pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan yang 

dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Imbalan tersebut lazimnya dibayarkan sesuai dengan yang 

sudah diperjanjikan pada perjanjian kerja termasuk dengan tunjangan (Fitriani, 2022). 

Ikatan yang terjalin antara pekerja dan perusahaan didasarkan pada perjanjian kerja yang memiliki 

faktor komponen yang terdiri dari pekerjaan, upah, serta perintah. Pemberian upah pada pekerja merupakan 

hal yang sangat fundamental dan wajib bagi pengusaha ataupun perusahaan yang mempekerjakan pekerja 

nya. Pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan tanpa adanya diskriminatif untuk menjamin 

kehidupan pekerja yang layak. Namun, permasalahan yang kerap muncul yaitu perusahaan sering kali tidak 

memperhatikan kesejahteraan pekerjanya1.  

Hal ini ditandai dengan ketidaksesuaian upah pekerja yang sudah diperjanjikan di perjanjian kerja 

bahkan seringkali upah tersebut tidak sesuai dengan yang sudah di tetapkan oleh peraturan maupun 

Undang-Undang. Dalam dunia industri para pekerja biasanya melakukan tuntutan terhadap ketidakpastian 

pemberian upah, tuntutan tersebut diakukan secara bipartit antara pekerja atau serikat kerja dengan 

pengusaha. Hal ini bisa saja terjadi karena pekerja menginginkan kenaikan upah untuk kesejahteraan dan 

kelayakan serta keadilan kebutuhan hidup mereka. 

Hingga saat ini masih cukup banyak Perusahaan yang menyimpang dan/atau melanggar norma 

kerja serta tidak memperhatikan hak-hak para pekerja yang jelas dituangkan dalam pasal 88 ayat (1) UU 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Termasuk masih cukup banyak juga Perusahaan yang tidak 

membayarkan upah sesuai dengan upah minimum pekerja. Dengan kata lain masih terdapat kelemahan atau 

celah terhadap perlindungan hukum kepada pekerja.  

Selain itu, sistem pengaduan dan penegakan hukum yang ada sering kali tidak memadai untuk 

memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi pekerja. Banyak pekerja yang tidak mengetahui hak-

hak mereka terkait upah atau merasa takut akan adanya balasan dari pihak perusahaan jika melaporkan 

tindakan pelanggaran (Aprilsesa, 2023). 

Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi untuk memastikan pembayaran upah yang adil 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini sering 

kali terhalang oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, rendahnya 

kesadaran hukum di kalangan pekerja, serta ketidakberanian pekerja untuk melaporkan pelanggaran akibat 

takut akan konsekuensi negatif dari perusahaan. 

Contohnya pada tahun 2022 terdapat 5 Perusahaan di daerah Kab. Temanggung. Perkembangan 

industri di daerah kab. Temanggung memang berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Hal ini 

berdampak pada Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan di wilayah ini sangat 

bergantung pada kontribusi tenaga kerja lokal. Namun, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, 

muncul pula berbagai masalah ketenagakerjaan, salah satunya pada tahun 2022 terdapat 5 perusahaan  

membayar upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Pekerja.  

Perusahaan-perusahaan ini berdalih karena baru beroperasi sehingga belum memiliki kemampuan 

untuk menggaji pekerjanya. Hal ini menjadi persoalan yang kian menghimpit nasib buruh atau pekerja. Jika 

melihat ump Kab. Temanggung pada tahun tersebut berjumlah Rp. 1.887.832 per bulan, mereka masih 
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membayar pekerjanya dibawah ump tersebut ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

(Dinperinaker) Temanggung 

Berdasarkan  dari  penelitian-penelitian terdahulu  sebagai  bahan  komparasi  dan  juga  sebagai  

referensi  penulis. Didasarkan  atas penelitian terdahulu yang diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, 

seperti penelitian yang dilakukan  oleh Tri Dian Aprilsesa dkk, “Tentang Tinjauan Hukum Pemberian Upah 

Dibawah Upah Minimum Provinsi”. Yang membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kendala dalam 

pengupahan di daerah baik di provinsi ataupun kabupaten dan kota. Sehingga hal tersebut bertentangan 

dengan peraturan ataupun undang-undang yang sudah menetapkan tentang upah pekerja. Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Ridita Aulia dan I Made Mahartayasa tentang “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas 

Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja”. Yang membahas mengenai 

konsekuensi dan/atau pertanggungjawaban kepada perusahaan yang tidak membayarkan upah pekerja nya 

tidak sesuai dengan upah minimum (Aulia, 2018). 

 

 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui 

perlindungan hukum pekerja terhadap pemberian upah yang tidak sesuai. Adapun jenis pendekatan 

menggunakan studi kepustakaan ataul library research, dengan mengumpulkan data-data dari bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan ataupun aturan terkait 

penellitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-

bahan hulkulm primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya 

buku, karya ilmiah dan jurnal. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pekerja Terkait Pemberian 

Upah di Bawah UMP 

Pelrlindulngan hulkulm diartikan selbagai telrpelliharanya kelhormatan dan harkat dan martabat, se lrta 

pelngakulan telrhadap hak asasi manu lsia yang dimiliki ole lh su lbjelk hulkulm selsu lai delngan keltelntu lan hulkulm 

yang mellarang kelselwelnang-welnangan ataul selbagai su latu l kulmpullan pelratu lran pelru lndang-u lndangan yang 

dirancang ulntu lk melnjaga agar hal-hal telrtelntu l tidak telrjadi pada orang lain. hal-hal. Tu lju lan pelrlindu lngan 

telnaga kelrja adalah u lntu lk melnjamin adanya siste lm hu lbulngan kelrja yang harmonis dan be lbas dari paksaan 

pihak yang lelmah olelh pihak yang be lrkulasa (Charda, 2014). 

Pelrjanjian kelrja, pelrjanjian, atau l pelratu lran pelru lndang-ulndangan melngatu lr melngelnai pelneltapan 

dan pelmbayaran ulpah, yang mellipulti tu lnjangan bagi pelkelrja dan kellu larganya atas pe lkelrjaan dan/atau l jasa 

yang tellah atau l akan dilakulkan. Pasal 1 angka 30 U lndang-Ulndang Nomor 13 Tahu ln 2003 melndelfinisikan 

u lpah selbagai hak yang ditelrima pelkelrja dan dinyatakan dalam belntu lk ulang selbagai imbalan dari pe lngulsaha 

atau l pelmbelri kelrja kelpada pelkelrja. Selmelntara itu l, para ahli di antaranya Sadono Su lkirno melnjellaskan 

bahwa gaji adalah se lju lmlah u lang yang dibayarkan kelpada karyawan atas jasa nyata yang me lrelka belrikan 

kelpada pelmilik u lsaha (Sukirno, 2010) 
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Ada selju lmlah tantangan pelnting yang haruls diatasi olelh pelrlindulngan hulkulm bagi pelkelrja yang 

melnelrima gaji di bawah Ulpah Minimulm Provinsi (U lMP). Kulrangnya pelngawasan dan lelmahnya hulkulman 

melndorong banyak pellaku l u lsaha mellanggar hulkulm. Sellain itu l, banyak karyawan yang tidak me lnyadari 

hak-hak melrelka atau l taku lt u lntulk mellaporkan pellanggaran kare lna taku lt kelhilangan pelkelrjaan atau l 

melnghadapi pelmbalasan. Para pe lkelrja ju lga telrpaksa melnelrima u lpah yang belrada di bawah standar kare lna 

tingginya tingkat pelnganggulran dan banyaknya se lktor informal yang tidak diatu lr. Masalah ini selmakin 

dipelrparah olelh praktik pelru lsahaan yang tidak eltis, selpelrti kelselnjangan transparansi gaji dan pe lrjanjian 

kelrja yang belrdampak nelgatif telrhadap karyawan. Su llit bagi karyawan ulntulk melmpelrtahankan hak-hak 

melrelka karelna hambatan administratif dalam prose ldu lr pelngadulan dan telrbatasnya aksels telrhadap pelnasihat 

hulkulm. Selbagai contoh, adat istiadat agama yang melnganggap seldelkah selbagai belntu lk niat baik dan 

solidaritas yang agak te lgang di antara re lkan kelrja melnghambat elfelktivitas u lpaya pelrlindulngan hulkulm ini. 

Faktor-faktor yang melnghambat elfelktivitas pelrlindu lngan hulkulm bagi pelkelrja telrkait pelmbelrian 

u lpah di bawah Ulpah Minimulm Provinsi (U lMP) mellipulti belbelrapa aspelk. Pelngawasan yang le lmah dan 

sanksi yang tidak te lgas melmbulat pelru lsahaan kulrang takult telrhadap pellanggaran (Astriana, 2016). 

Keltidaktahu lan pelkelrja telntang hak-hak melrelka, diselrtai keltaku ltan akan relprisal, melnghalangi melrelka ulntu lk 

mellapor. Kondisi elkonomi yang bulru lk dan tingginya pelnganggulran melmaksa pelkelrja melnelrima u lpah di 

bawah standar. Se llain itu l, dominasi selktor informal yang ku lrang diatulr melnambah komplelksitas masalah 

ini. Praktik bisnis yang tidak e ltis, selpelrti pelru lsahaan yang selngaja mellanggar atulran ulntu lk melngulrangi 

biaya, selrta kulrangnya transparansi dalam siste lm pelngulpahan, melmpelrparah situ lasi. Prosels pelngadulan 

yang rulmit dan keltelrbatasan aksels kel bantulan hulkulm julga melnjadi hambatan signifikan. Adanya pelrjanjian 

kelrja yang melrulgikan pelkelrja dan norma buldaya yang melnelrima u lpah relndah selbagai hal biasa, ditambah 

kulrangnya solidaritas di antara pe lkelrja, tu lru lt melnghambat elfelktivitas pelrlindu lngan hulkulm ini. 

Faktor-faktor yang melnghambat elfelktivitas pelrlindu lngan hulkulm bagi pelkelrja telrkait pelmbelrian 

u lpah di bawah Ulpah Minimulm Pelkelrja (U lMP) di Indonelsia bisa sangat komplelks dan belrvariasi. Belriku lt 

belbelrapa faktor u ltama yang selring melnjadi pelnghambat: 

1. Kulrangnya Pelnelgakan Hulkulm: 

o Pelngawasan yang Le lmah: Selringkali pelngawasan telrhadap pellanggaran ulpah minimulm tidak 

cu lkulp intelnsif. Dinas telnaga kelrja dan instansi telrkait selring kelkulrangan sulmbelr daya ulntulk 

melmantau l selcara elfelktif selmu la pelru lsahaan. 

o  Sanksi yang Tidak Telgas: Hu lkulman bagi pelru lsahaan yang mellanggar atu lran ulpah minimulm 

kadang tidak cu lkulp belrat u lntu lk melmbelrikan elfelk jelra. Akibatnya, pe lrulsahaan mulngkin lelbih 

melmilih u lntulk mellanggar atu lran. 

2. Keltidaktahu lan Hak olelh Pelkelrja: 

o Kulrangnya Eldulkasi: Banyak pe lkelrja yang tidak se lpelnu lhnya melngeltahu li hak-hak melrelka telrkait 

u lpah minimulm. Hal ini diselbabkan olelh kulrangnya sosialisasi dan pe lndidikan melngelnai hak-hak 

pelkelrja. 
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o Keltaku ltan telrhadap Relprisal: Pelkelrja mu lngkin takult kelhilangan pelkelrjaan atau l melnghadapi 

tindakan balasan jika me lrelka mellaporkan pellanggaran ulpah minimulm. 

3. Kondisi E lkonomi dan Pasar Ke lrja: 

o Tingginya Pelnganggulran: Dalam situ lasi di mana tingkat pe lnganggulran tinggi, pe lkelrja mulngkin 

telrpaksa melnelrima u lpah di bawah UlMP karelna tidak ada pilihan lain. 

o Dominasi Pelkelrja Informal: Banyak pelkelrja belrada di selktor informal yang kulrang telratu lr dan 

selringkali tidak telrjangkaul olelh pelrlindulngan hulkulm yang sama selpelrti selktor formal. 

4. Praktik Bisnis yang Tidak E ltis: 

o Pelngulsaha Nakal: Belbelrapa pelngulsaha selcara selngaja mellanggar atu lran u lpah minimulm u lntulk 

melngulrangi biaya opelrasional dan melningkatkan kelu lntulngan. 

o Kulrangnya Transparansi: Pe lru lsahaan mu lngkin tidak transparan me lngelnai sistelm pelngu lpahan 

melrelka, melnyullitkan pelkelrja u lntulk melngeltahu li apakah melrelka dibayar selsu lai standar minimulm. 

5. Kellelmahan dalam Sistelm Hu lkulm dan Proseldu lral: 

o Proses Pengaduan yang Rumit: Prosedur untuk melaporkan pelanggaran upah minimum bisa jadi 

sangat birokratis dan memakan waktu, yang dapat menghalangi pekerja untuk menuntut hak 

mereka. 

o Ketidakcukupan Perwakilan Hukum: Pekerja sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke 

bantuan hukum atau perwakilan yang dapat membantu mereka dalam proses hukum terkait 

pelanggaran upah. 

6. Perjanjian Kerja yang Merugikan: 

o Perjanjian yang Tidak Adil: Terkadang, pekerja terpaksa menandatangani perjanjian kerja yang 

merugikan mereka, termasuk menerima upah di bawah UMP, karena tekanan ekonomi atau 

ketidakmampuan untuk menegosiasikan syarat yang lebih baik. 

7. Budaya dan Persepsi Sosial: 

o Norma Budaya: Dalam beberapa komunitas, menerima upah di bawah UMP mungkin dianggap 

wajar atau diterima sebagai bagian dari budaya kerja setempat. 

o Kurangnya Solidaritas Pekerja: Minimnya kesadaran kolektif dan solidaritas di kalangan pekerja 

bisa menghambat upaya bersama untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 

  Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, serikat 

pekerja, LSM, dan masyarakat umum untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran hak-

hak pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. 

  Struktur yang mengatur dan menentukan pembayaran disebut sistem pengupahan. Sistem 

pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi pengupahan, yaitu mampu menjamin 

penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian 

imbalan atas hasil kerja seseorang, dan memberikan insentif untuk mendorong peningkatan upah atas 

produktivitas kerja dan juga pendapatan nasional (Herdiana, 2020). 

 

Mekanisme Pengawasan dalam Pembayaran Upah Minimum Pekerja 

  Pelngawas di bidang Ke lsellamatan dan Kelselhatan Kelrja selrta Pelngawasan Ke ltelnagakelrjaan. 

Tanggulng jawab ulntu lk melngawasi dan me lnelgakkan pelnelrapan pelratu lran pelru lndang-ulndangan 
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keltelnagakelrjaan belrada pada Dinas Ke ltelnagakelrjaan. Pelngawas Keltelnagakelrjaan yang sellanju ltnya diselbult 

Pelngawas Keltelnagakelrjaan adalah Pelgawai Nelgelri Sipil yang ditulnjulk dalam pelranan fu lngsional Pelngawas 

Keltelnagakelrjaan delngan tulgas melngawasi dan melnelgakkan pelnelrapan pelratu lran pelru lndang-ulndangan di 

telmpat kelrja 

  Pelngawas Keltelnagakelrjaan Spelsialis adalah Pelngawas Keltelnagakelrjaan yang ditulnjulk olelh 

Melntelri delngan kelahlian khulsu ls u lntu lk melmelriksa Norma Ke ltelnagakelrjaan selsu lai delngan keltelntu lan 

pelratu lran pelru lndang-ulndangan. Relncana kelrja pelngawasan keltelnagakelrjaan haru ls dibu lat olelh kelpala 

satu lan kelrja pelngawasan keltelnagakelrjaan. Seltiap tahuln, relncana kelrja Pelngawasan Keltelnagakelrjaan dibulat 

delngan melmpelrtimbangkan ke ladaan keltelnagakelrjaan, sosial, elkonomi, dan ge lografis. Tulgas-tu lgas belriku lt 

ini telrmasu lk dalam relncana kelrja Pelngawasan Keltelnagakelrjaan selbagaimana dimaksu ld:2 

a. Pelmbinaan 

b. Pelmelriksaan 

c. Pelnguljian 

d. Pelnyidikan Tindak Pidana Keltelnagakelrjaan. 

  Pelngawas Keltelnagakelrjaan wajib me lnyu lsuln dan mellaksanakan relncana kelrja pelmelriksaan 

Selbagaimana telrcantu lm dalam Pasal 7 ayat 3 hu lrulf b Kelmelntelrian Keltelnagakelrjaan Nomor 33 Tahu ln 2016, 

pelngawas keltelnagakelrjaan wajib melmbu lat dan mellaksanakan re lncana kelrja pelmelriksaan pada minimal 

lima (lima) pelru lsahaan seltiap bullannya. Pelngawas Keltelnagakelrjaan Spelsialis K3 wajib me lmbulat dan 

mellaksanakan relncana kelrja pelnguljian paling seldikit 8 (dellapan) objelk pelnguljian norma K3 seltiap bullannya 

selsu lai delngan Pasal 7 ayat (3) hu lru lf c Kelmelntelrian Keltelnagakelrjaan Nomor 33 Tahu ln 2016. Pelngawas 

Keltelnagakelrjaan belrhak melmpelrolelh informasi dari su lmbelr-su lmbelr belriku lt dalam mellaksanakan tu lgas 

pelngawasan: 

a. Pelngulsaha atau l Pelngulru ls 

b. Pelkelrja Bu lru lh 

c. pelngulru ls organisasi Pelngu lsaha 

d. pelngulru ls selrikat pelkelrja selrikat bu lrulh; 

e. Ahli K3 

f. pihak lain yang te lrkait 

  Pelmbinaan selbagaimana dapat dilaku lkan mellalu li kelgiatan pelnaselhatan telknis, sosialisasi, 

pellatihan, telmu l konsulltasi, diskulsi dan pelndampingan. Pe lngawas Keltelnagakelrjaan wajib melmbulat laporan 

hasil Pelmbinaan. Laporan hasil Pe lmbinaan disamp aikan kelpada Pimpinan Ulnit Kelrja Pelngawasan 

Keltelnagakelrjaan yang selkulrang - kulrangnya melmulat :  

a. telmpat dan tanggal pellaksanaan pelmbinaan;  

b. idelntitas Pelru lsahaan;  

c. matelri Pelmbinaan;  
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d. hasil pelmbinaan;  

e. kelsimpullan dan saran;  

f. tanda tangan dan nama te lrang Pelngawas Keltelnagakelrjaan 

  U lnit Pellaksana Telknis (U lPT) Pelngawasan Keltelnagakelrjaan dapat be lru lpaya mellakulkan 

pelngawasan selcara elfelktif telrhadap pelmbayaran u lpah minimulm kelpada pelkelrja. U lnit telknis opelrasional 

yang mellaksanakan tulgas telknis telrtelntu l di bidang pelngawasan keltelnagakelrjaan adalah U lnit Pellaksana 

Telknis (U lPT) Pelngawasan Keltelnagakelrjaan. U lnit Pellaksana Telknis Pelngawasan Keltelnagakelrjaan belrtu lgas 

melngawasi jalannya hu lbulngan keltelnagakelrjaan dan melnelgakkan pelratu lran pelru lndang-ulndangan 

keltelnagakelrjaan di provinsi telrselbu lt. Ulnit Pellaksana Telknis (U lPT) Pelngawasan Keltelnagakelrjaan belrtu lgas 

melngawasi pelrmasalahan pe lmbayaran u lpah minimulm kelpada pelkelrjaU lpah minimulm melru lpakan ulpah 

bullanan telrelndah yang telrdiri dari tu lnjangan teltap dan gaji pokok. Gagasan di balik u lpah minimulm adalah 

selbagai jaring pe lngaman ulntu lk melncelgah pelndapatan pelkelrja telru ls melnu lruln akibat keltidakselimbangan di 

pasar telnaga kelrja. Pelmelrintah melneltapkan ulpah minimulm delngan tulju lan melmbelrikan pelnghidulpan yang 

layak bagi pelkelrja delngan teltap melmpelrtimbangkan pe lrtu lmbulhan elkonomi dan produ lktivitas (Saputra, 

2022). 

  Namuln kelnyataannya masih banyak pelngulsaha yang tidak melnggaji pelkelrjanya selsu lai ulpah 

minimulm yang diteltapkan pelmelrintah provinsi. Be lrbagai pelratu lran pelru lndang-ulndangan di bidang 

pelngulpahan tellah dikellu larkan pelmelrintah delngan tulju lan u lntulk melmbelrikan pelrlindulngan u lpah bagi 

pelkelrja, selpelrti U lndang-Ulndang Nomor 13 Tahu ln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan, Pelratu lran Pelmelrintah 

Nomor 78 Tahuln 2015 telntang Pelngulpahan, Pelratu lran Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi Nomor 15 

Tahuln 2018 telntang Ulpah Minimulm. Namuln pada kelnyataannya pelrmasalahan pelngulpahan sellalu l 

melnimbullkan pelrmasalahan kare lna pelngu lsaha (pelngulsaha) selngaja tidak mellaksanakan keltelntu lan 

pelratu lran pelru lndang-ulndangan di bidang pelngulpahan. 

  U lntulk melmbelrikan pelrlindulngan hulkulm bagi pelkelrja dalam melmpelrolelh u lpah minimulm, 

pelmelrintah melmbelrikan kelwelnangan kelpada instansi di bidang ke ltelnagakelrjaan pada pelmelrintah pulsat, 

pelmelrintah provinsi, dan pe lmelrintah kabulpateln/kota ulntulk mellaku lkan pelngawasan. Kelnyataannya, 

pelngawasan yang dilaku lkan olelh Ulnit Pellaksana Telknis Pelngawasan Keltelnagakelrjaan telrhadap pelmbelrian 

u lpah minimulm bagi pelkelrja masih bellu lm elfelktif. Dipelrlu lkan ulpaya dari Ulnit Pellaksana Telknis (UlPT) 

Pelngawasan Keltelnagakelrjaan agar pelngawasan telrhadap pelmbelrian u lpah minimulm bagi pelkelrja melnjadi 

lelbih elfelktif. 

  U lpaya yang dapat dilaku lkan Ulnit Pellaksana Telknis (U lPT) Pelngawasan Keltelnagakelrjaan ulntu lk 

melngelfelktifkan pelngawasan telrhadap pelmbelrian ulpah minimulm bagi pelkelrja adalah de lngan mellaku lkan 

pelmelriksaan melndadak, pelngawasan telrhadap pelmbelrian u lpah minimulm bagi pelkelrja dan melmbelrikan 

sanksi yang telgas kelpada pelngulsaha yang melmbelrikan ulpah tidak selsu lai kelpada pelkelrjanya delngan ulpah 

minimulm yang suldah diteltapkan selbagaimana diatu lr dalam pelratu lran pelru lndang-ulndangan di bidang 

pelngulpahan. 
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KESIMPULAN 

  Pelrlindulngan hulkulm bagi pelkelrja telrkait pelmbelrian u lpah yang tidak selsu lai delngan Ulpah Minimu lm 

Pelkelrja melru lpakan masalah yang cu lkulp pelnting dalam me lmastikan kelseljahtelraan dan keladilan di telmpat 

kelrja khulsu lsnya para pelkelrja. Artikell ini melnulnju lkkan bahwa melskipu ln telrdapat relgu llasi yang suldah 

melngatulr U lMP, implelmelntasi dan pelnelgakan hulkulm masih melnghadapi belrbagai tantangan. Dipelrlu lkan 

u lpaya kolaboratif antara pe lmelrintah, selrikat pelkelrja, dan masyarakat. Se lrta pelningkatan pelngawasan dan 

pelnelgakan hulkulm, selrta pelran selntral dari selrikat kelrja adalah langkah-langkah yang pe lnting ulntulk 

melncapai keladilan dan kelseljahtelraan pelkelrja. 
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